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S Indroharto pengujian yang dilakukan bersifat ex tunc, sehingga Hakim pada P, 
& 9] 


waktu melakukan 2 tidak perlu memperhatikan perubahan- 
perubahan yang terjadi setelah keputusan yang digugat itu dikewyrkan 
sampai dengan, bengujian dilakukan (vide Buku Il Usaha Memahami 
Peradilan Tata Usana Negara, 1993, hal 167). Hal ini sebagai konsekwens 
berlakunya asas legalitas pemerintahan. Artinya di pemerintahan itu, 


terinasuk dalam mengeluarkan keputusan- keputusan arus didasarkan pada 
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S tunc. S pS 
Ng at 
Aa Menimbang, bahwa dalam kasus a quo sesuai bukti-bukti dan fakta «. 

PS 
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didasarkan pada PEnetapan Pengadilan Negeri bandung DAN 
300/PDT. RODA Bag tanggal 21 Juli 2004 tentang Pengesahan 


kelahiran atasriama Tiffany Bertha Suryani ; ------------------------- Kà -------------- 
Pon KI 
Bahwa oleh karenanya obyek sengketa dapat digdlongkan sebagai 


keputusan deklaratur, karena sifatnya hanya mengada siasikan (mencatat) 
KA Xdalam register catatan sipil sesuai ketentuan pasal 36 PERDA Kotamadya 
A Daerah Tk Il Bandung No. 26 Tahun re0.gan pencatatan tersebut sebagai 


tindak lanjut penetapan pengadilan. Dengan kata lain obyek sengketa hanya ` 
A A 
X merupakan suatu ketetapan yang menyatakan hukumnya demikian N 


(rechtsvastellende beschiin sehingga sebenarnya tidak termasuk N 
2 


keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum baru ; -------- 
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yS Si 
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XS S 


Menimbang, bahwa meskipun demikian,- dan Oleh karena digugat 


ur diminta uji keabsahannya -, maka jika Te dit terbitkan terdapat cacat 


y` 


r administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat melakukan uji keabsahan 


O 
S secara ex tun, sebagaimana yang telah diprtimbangkan di atas ; ------------@ P 
D < Q 
N Menimbang, bahwa atas dasar itu tidak tepat secara hukum Majelis N 
A Ag 
> Hakim Tingkat Pertama menguji keabsahan obyek sengketa secara ex nunc ~ 
Xx Ng Xx 


dengan putusan “an perkara pidana No. 300/Pid B/2017/PN.Bdg P a 
214/Pid/2017/PT. sa No. 608/Pid B/2017/PN.Bdg terkait dengan 
penggunaan dan an surat palsu yang dipakai untuk pengajuan 
kutipan ay catatan sipil (ic. akta kelahiran Tiffany Bertha Sityani), karena 
pulusad pidana tersebut ada jauh sesudah obyek ga diterbitkan yang 


garan pada penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 
A 


P 
Menimbang, bahwa namun demikian sebelum dipertimbangkan pokok A 


SN perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi sebagai V 
3 berikut ; ------------------------------sb---------------------------------------------------------- 


Menimbang, Pa gugatan Penggugat / Terbanding yang diajukan 
pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan mendasarkan pada tenggang 
sejak putusan perkara pidana tersebut berkekuatan hukum tetap, atu pada 
tanggal sedan 6 September 2017 adalah tidak tepat, Karena menurut 
pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kepentingan Penggugat / 
pardo atas obyek sengketa sudah lahir (sudah ada) ketika merasa 


Pi kepentingannya dirugikan oleh akibat keputusan obyek sengketa tersebut, 
Ke 


S yaitu sesuai keterangan saksi Rosiyatiti, ketika Penggugat/Terbanding 
R> 

mengetahui Akta Kelahiran Tiang engan cara memfoto menggunakan Sa 

O handphone pada saat cemas daa Santosa pada tanggal 21 Juni 2015 C 


Q (vide keterangan saksi * “Rosi Ahi pada hal 59 putusan No. * 


S Pa 
(A A 

FB 
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k 23 
O JC) 
S S 


Na 


122/6/2017/PTUN. BDG), dan selanjutnya An dengan membuat 
dan polisi serta di buat Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana bukti T.II 
Poj Intv 1 dan T.II Intv 2 — VI dan T.II Intv 1 dan 7 Il Intv 2 — VII, yaitu pada 
S tanggal 23 Desember 2015 dan 25 Februa 2016 : nEn A 


Bahwa meskipun belum ada putusan pengadilan tentang kebenaran 2 
< pemalsuan tersebut , namun dengan melapor polisi dan menguraikan fakta- Pa 
fakta disertai bukti- bukti dan keyakinan tentang pemalsuan surat- Sya 
tersebut, sudah menitan Penggugat / Terbanding sudah merasa ada 
kepentingannya yang dirugikan sebagaimana dimaksud oleh keteptilan pasal 

53 ayat (Undang Undang No. 9 Tahun 2014 ying Perubahan Atas 
UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TagerUsaha Negara : - 


Ag X 


Ko Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis 


Pi Hakim Pengadilan Tingkat banding MAA gugatan Penggugat / 
S Terbanding yang diajukan dan di register di Kepaniteraan Pengadilan Tata 5 
pS Usaha Negara Bandung pada tangga? 3 Oktober 2017, jelas telah melewati x% 
Q Q 
O tenggang waktu 90 (sembilan cpuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam RON 
PAS 
E , & 
ketentuan pasal 55 Undang? Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan & 
AN a A eni ena Sena sesat Pad 
Tata Usaha Negara ; & < 
Ra A 
` N 
DALAM EKSEPSI": Ng 
KA & 
Megimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukungagr gabut di atas 


ibuk ana yang diajukan oleh Tergugat / Pembancang maupun Tergugat 
IL Iva 1 dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding tentang gugatan 


KS 
Ar lewat waktu beralasan secara hukum dan atas dasar itu maka terhadap 
AC © 
> eksepsi tersebut harus diterima ; ----------- 3 a 
A N 

“ > ; 
S DALAM POKOK PERKARA : 2» PO 
A Sa ena 
Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tentang tenggang waktu N 

2 2 


Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi 
S g 

A A 
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T X 
S S 
mempertimbangkan pokok perkara dan terhadap gligatan Penggugat / 
0 


.Ieibanang harus dinyatakan tidak diterima ; ------:- B 


Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum 
A tersebut di atas, maka terhadap Pa Pengadilan Tata Usaha Negara a 
W Bandung No. 1221612017/PTUNGSG, tanggal 15 Februari 2018 harus OI 
© dibatalkan dan Pengadilan Tikat Banding mengadili sendiri perkaranya TE 


dengan amar sebagaimana aa di bawah ini ; --------------------------------- 
KS A 
KA bahwa oleh karena gugatan tidak diterima maka terhadap 


Penggugat / Ternana sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya sesuai 

ketentuan pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1988 t terhadapnya 
S 

dihukyar untuk membayar biaya perkara yang timbul Lada ke dua tingkat 


Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ; ------ 
AKS ~ 


Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 
T Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah 5 


pS dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan x% 


Q LI Q 
X Undang Undang No. 51 Tahun-2009 serta peraturan perundang-undangan Ko 
N 


« 
Q lain yang terkait dengan perKaranya ; ----------------------------------------------------- 
AS MENGADILI KS 
Ky 
- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, Tergugat Il 
ana ko Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2 / pembinang ; ; =--- 
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 
.322r01PTunaoa, tanggal 15 Pebruari 2018 yang dimohonkan 


AS banding dan dengan ;------------------------------- Pn tan 
KP Ra 
MENGADILI SENDIRI 


R KS 4 
Š DALAM EKSEPSI : x X 


Tt Sa A 
X - Menerima eksepsi Tren /xPembanding dan Tergugat II Intervensi 1 EN 


r 
PN 


dan Tergugat II Intervensi : 3 / Pembanding tentang tenggang waktu £ 


gugatan jaaa aan 
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y y 
O (©) 
$ 5 & 
DALAM! POKOK PERKARA : i g 


9? 
A Menyatakan gugatan Penggugat / Tebandinggaak diterima ; --------------- 
va 
a Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara 
O 
S pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan P 


SI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratusima puluh ribu rupiah) ; -------------------- V 
) Q 


j 


UV 
> Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis DN 


& 
Q Q Q 
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, 
KR 


tanggal 4 Juli 2018 3 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M. Ta Wakil 
Ketua Pengadian Ting Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Kd Majelis, 
SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. dan BOY mawaoi Sh. masing- 
masing dtaga Hakim Anggota, putusan mana ducaan dalam sidang 
yang! terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggat&" Juli 2018 oleh Ketua 
ai Hakim tersebut di atas dan Jen Hakim-Hakim Anggota, 


DN CN 
L dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S-H. sebagai Panitera Pengganti 
A N y 
N tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. > 
Yg S3 Ny 
Q Q 
Ng Va 
Lc © 
g 
Q 


HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS «° 
& & 


g a> 
G N 
ttd. © td. oY 
NA & 
X PN 
xX 
1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. DR. KADAR suaiher, S.H., M.Hum. 


KR ttd. & 
A A 
O 6 
&— 2. BOY MIRWADI, S.H. £ 
XS PANITERA PENGGANTI 4 


X S 9 
A ttd. 


DIAH PURI ASTUTI, S.H. 


KS KS 
& “3 
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n Biaya Perkara : 


; ; al 
KA Materai........ Saing Rp. 6.000.” N 
Ka 3. Biaya Pro ding .......... Rp. 239.000,- + O 
V 


y y 
KN ND Ka 
X & 
D S VS 
x x 
y y 
Nge S Q S 
“ £ Q Aa + ( 
N 
y & 


KP A 
& 
y> AN 
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N N 
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